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Penegakan kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 

Tahun Sidang 2017-2018 melalui upaya pencegahan dan penindakan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPR. 

MKD melakukan upaya pencegahan dengan memantau tingkat kehadiran anggota DPR dalam 

rapat-rapat DPR. Dalam hal ini MKD mengirimkan surat edaran kepada pimpinan fraksi 

mengenai tingkat kehadiran anggota fraksinya dalam rapat-rapat DPR dengan meminta 

pimpinan fraksi untuk membina anggotanya agar memperbaiki tingkat kehadirannya.  

MKD dalam melakukan upaya penindakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik pada 

Tahun Sidang 2017--2018 menangani, baik perkara pengaduan maupun perkara tanpa 

pengaduan. Penanganan perkara pengaduan dilaksanakan bukan hanya berdasarkan pengaduan 

yang masuk pada tahun sidang tersebut, melainkan juga kelanjutan dari tahun sidang 

sebelumnya. Penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik pada Tahun Sidang 2017--

2018 dilakukan dengan penyelidikan, baik di luar maupun di dalam Sidang MKD sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata 

Beracara MKD. Penyelidikan di luar Sidang MKD dilakukan dengan penyelidikan ke tempat 

kejadian perkara, seperti penyelidikan ke daerah-daerah, di samping penyelidikan yang 

dilakukan dalam rapat-rapat MKD dengan mengundang pihak pengadu, teradu, dan saksi. 

Penyelidikan dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti apakah ada unsur pelanggaran kode 

etik atau tidak. Hasil penyelidikan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan 

apakah perkara ditindaklanjuti atau tidak maupun apakah perkara terbukti atau tidak terbukti. 

Artinya, perlu dipahami bahwa tidak semua pengaduan harus selalu disidangkan, karena perlu 

dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Pengaduan pun tidak selalu harus berujung pada putusan 

sanksi, mengingat ada perkara pengaduan yang tidak dapat diproses, tidak cukup bukti, atau 

tidak terbukti.  

Pada Masa Persidangan I terdapat 7 (tujuh) pengaduan masuk. Perkara pengaduan 

tersebut adalah meliputi masalah pencemaran nama baik, permasalahan rumah tangga, 

permasalahan hutang piutang dan pemanfaatan jabatan bukan untuk kepentingan umum. Empat 

perkara sedang dalam proses penanganan, juga 2 (dua) perkara yang telah masuk pada masa 

sidang sebelumnya, sedangkan 3 (tiga) perkara masih dalam proses verifikasi.  

Pada Masa Persidangan II terdapat 2 (dua) pengaduan yang masuk terkait masalah 

korupsi. S, sedangkan satu perkara ditetapkan sebagai Perkara Tanpa Pengaduan, namun tetapi 

belum ditindaklanjuti pada masa persidangan tersebut.  

Pada Masa Persidangan III, MKD masih menangani perkara yang telah diproses pada 

masa persidangan sebelumnya dengan melakukan penyelidikan ke daerah. Namun, mengingat 

Anggota DPR yang menjadi Teradu telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota 

DPR, maka rapat memutuskan perkara ditutup atau tidak dilanjutkan. Adapun pengaduan yang 

baru masuk ada 3 (tiga) perkara, 1 (satu) pengaduan merupakan dukungan terhadap pengaduan 
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yang masuk sebelumnya dan telah diputuskan perkara ditutup atau tidak dilanjutkan karena 

Teradu mengundurkan diri, sedangkan 2 (dua) perkara masih dalam proses verifikasi.  

Selama Masa Persidangan IV, terdapat 3 (tiga) perkara pengaduan yang masuk dan 

sedang dalam proses verifikasi. Adapun perkara yang sedang diproses adalah 2 (dua) perkara 

pengaduan yang merupakan kelanjutan dari proses pada masa persidangan sebelumnya. Pada 

Masa Persidangan IV, dalam rangka efektivitas penanganan perkara MKD membentuk 

Kelompok Kerja (POKJA) untuk setiap penanganan perkara. Pembentukan POKJA ini adalah 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 

Beracara MKD, namun tetapi baru dapat terealisasi pada masa persidangan IV ini. Tanggal 24 

April 2018, MKD melaksanakan Rapat Intern untuk membahas 2 (dua) perkara sebagaimana 

tersebut di atas. Rapat Intern memutuskan 1 (satu) perkara akan dibahas kembali pada masa 

sidang yang akan datang, sedangkan 1 (satu) perkara lainnya telah diputuskan tidak 

ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.  

Pada Masa Sidang V, terdapat 7 (tujuh) pengaduan yang masuk, 4 (empat) di antaranya 

diterima pada saat masa rReses dan 3 (tiga) pengaduan diterima setelah masuk masa sidang V. 

Empat pengaduan yang baru masuk sedang dalam proses verifikasi dan akan dibuat kajian 

terlebih dahulu, 1 (satu) pengaduan dilakukan penyelidikan ke daerah dan 2 (dua) pengaduan 

akan diundang Pengadu dan Teradunya dalam rangka Penyelidikan dan verifikasi. Pada Masa 

Sidang V, MKD juga menutup persidangan perkara pengaduan yang telah diproses dari masa 

sidang sebelumnya karena Pengadu mencabut aduannya dan meminta MKD untuk 

menghentikan perkaranya. 

 

Pada Tahun Sidang ini, MKD juga menyusun draft perubahan terhadap Peraturan DPR 

RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Beracara karena fungsi, tugas dan wewenang MKD mengalami perubahan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD antara lain Pasal 122, Pasal 122A, Pasal 

122B, dan Pasal 245. Penyelesaian draf ini akan disesuaikan lagi dengan Putusan MK terhadap 

pasal-pasal terkait.  

Pada Masa Persidangan IV, untuk ketiga kalinya MKD melaksanakan Seminar Nasional yang 

pesertanya adalah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan 



Kota dengan Tema “Kedudukan Peradilan Etik Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam 

Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat Hakim di Indonesia” Maksud dan tujuan dari 

diselenggarakannya seminar ini adalah sebagai berikut :  

1. Menyosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tentang Kedudukan dan 

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.  

2. Mengkaji kasus-kasus putusan Peradilan Etik di Peradilan Umum.  

3. Mencari masukan RUU Jabatan Hakim dalam rangka masa depan sistem peradilan 

modern di Indonesia. Mahkamah Kehormatan Dewan juga melakukan pendampingan 

penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap ruang kerja Anggota DPR pada 16 

Juli 2018. Kegiatan tersebut merupakan amanat Pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor 2 

Tahun 2014 


